
EEEENEEE EEENEEE EEEEE
-rc-

LAPORAN KTNERJA
INS.TANSI P.EMERINTAH

TAI'IUN ZOEZ

B.ADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAER.AH

I(ABUPATEN KEPULAUAN TALAUDE
E
E
E
E E E E IE E E E E E E E E E E IE E E E

4

h

1

I

r----r-
T

q
_t
o. 1 i

A ET&r

l,
IiOTTO !

ITITAYANI STCANA CIPIIX, TIPAI & GBATIS

t*J.lrrslr.r.-rd M riJt rrdrrril '.1 * -- B?-----------------Si.rt"t 
s- rh rEttrtEi

E
E
E
E
E
E
E
IE
E
t\t
E



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN .

1.1 Gambaran Umum

BAB il

1 .2 Susunan Organisasi .. . . .

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sumber Daya Aparatur

1 .6 Sarana dan Prasarana

1.7 lsu Strategi

1.8 SistematikaPenulisan

PERENGANAAN KINERJA

2.1 Visi danMisi .............

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3 2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

I . Struktur Organisasi
2. Perjanjian KinerjaTahun 2022
3. Foto penyelarahanLKPD 2021

1

1

1

2

2

3

5

11

12

13

13

13

14

16

16

18

25

27

......... I

trcj.e eer"+> TAHnN 2022 II

Lampiran



Rhtheo tfucbird

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,

dimana rincian tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten

Kepulauan Talaud Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk

pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat

keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan

yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan, sasaran organisasi.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022 Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tujuan dan sasaran dalam

Renstra BPKAD Tahun 2O20-2025, yailu .

+ Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

melalui peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah

+ Sasaran:

1. Terwujudnya kemandiian pengelolaan keuangan daerah yang

efefiif, efisien dan akuntabel

2. Tercapainya optimalisasi pengelolaan BMD
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NO. SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
daerah yang
efektif,
efisien dan
akuntabel

Persentase
perangkat daerah
dengan laporan
keuangan kategori
baik

o/o 25,33 25.33 100

2 Tercapainya
optimalisasi
pengelolaan
bmd

Persentase
perangkat daerah
yang telah
mengelola Barang
fvlilik Daerah
dengan baik

o/o 84 84 100

Adapun hasil capaian pada Tahun Anggaran 2022 sec,ara ringkas dapat

diuraikan pada tabel berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja

diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan

sesuai target yang telah ditetapkan.
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BAB I

PENDAHUTUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,

dimana rincian tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten

Kepulauan Talaud Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat Badan terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Anggaran terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

b. Seksi Administrasi Anggaran; dan

4. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

a. Seksi Belanja Gaji;

b. Seksi Verifikasi dan Evaluasi.

5. Bidang Akuntansi terdiri dari :

a. Seksi Penatausahaan Keuangan.

6. Bidang Aset terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Aset ;

b. Seksi Pengamanan Aset; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional
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1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

c. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

,l.4 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinefla Tahunan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaudadalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 20M tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2Oo4. tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2@5 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Penyusunan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah,

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

8. lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

txj.m eex*> TAHUN 2022



diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PERy2O/M.PANl5l2OO7 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja

Utama;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tala Cara Reviu atas Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah;

'12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 54 Tahun 2016 tentang

susunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.5 SUMBER DAYAAPARATUR

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, maka jumlah jabatan struktural dan

eselon pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana pada tabel

berikut :

Tabel 1.5.1

Jumlah Jabatan StruKural dan Eselon Dalam Struktur BPKAD

No Jabatan Struktural Eselon Jumlah
1

2
3
4
E

6

Kepala Badan
Sekretaris
Kepala Bidang
Kepala Sub Bagian
Kepala Seksi
Pejabat Fungsional

ilb
lll a
ilt b
lVa
lVa

1

1

4
1

7
b

J um lah 20

Dari tabel diatas terlihat, bahwa jumlah pegawai yang memegang jabatan struktural

adalah sebanyak 14 orang, pejabat fungsional sebanyak 6 orang.
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Tabel 1.5.2

Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Status Kepegawaian

Tabel 1.5.3

Jumlah Pegawai BPKAD menurut Golongan :

Tabel 1.5.4

Jumlah Tenaga Harian Lepas :

No. Status Kepegawaian Tahun2022

1

2.

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Calon Pegawai ASN

50

1

Jumlah 51 orang

No Uraian Tahun2Q22

1

2

3

Golongan lV

Golongan lll

Golongan ll

b

34

11

Jumlah 51 orang

No Uraian Iahun2022

1

2.

3.

THL Keamanan

THL Kebersihan

THL Sopir

4

4

I

Jumlah 9 orang
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1.6 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

13

't4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Kendaraan Roda Empat

Kendaraan Roda Dua

Proyektor

Rak Kayu

Rak Besi / Metal

Lemari kayu

Papan Pengumuman

Mesin Absensi

Unintenuptible Power System (UPS)

Alat Penghancur Kertas

Kursi besi/metal

Meja Rapat

Kursi Putar

Kursi Biasa

Keyboard Yamaha

Meja Biro

Sofa

Meja eselon lll

Lemari es

Ac Split

w
Equalizer

Loudspeaker

Microphone

Camera Foto

Stabilisator

Camera Video

1

13

2

't5

'10

28

1

3

2

2

30

4

13

59

1

68

2

1

1

21

1

2

2

2

3

1

3
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27

28

29

30

31

32

33

u
35

36

Laptop

Mimbar/Podium

Gorden

Generator Krisbow KW26-917 +panel

Printer

PC Unit

Server

CPU

Peralatan Jaringan Lain-lain

Antena SHF/ Parabola stationary

23

,|

2

1

15

40

2

2

1

3

Gambar 1.6.1 Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Gambar 1.6.2 Gudang Arsip

Lk_/.tP EP|<AD TAHUN 2022 6

lrr
t

I

j

,ll

a

I
r-r

IFF
!*



Gambar 1.6.3 Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua

Gambar 1.6.4 Gazebo
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SulutGo berupaya mendukung solusi pengelolaan keuangan Pemda secara Non

tunai, salah satunya melalui aplikasi KASDA Online V1 dan V2.0 ini.

Gambalt.6.8 Aplikasi KASDA Online Bank Sulut
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1.7 ISU STRATEGI

lsu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah

kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi

. perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

dalam jangka panjang.

Gambaran isu-isu atau permasalahan penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diantaraya adalah :

1. Kepatuhan anggaran OPD.

2. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan terhadap regulasi

pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD masih rendah.

3. Pencairan anggaran belum sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi

penumpukan pencairan anggaran di Triwulan.

4. Masih terdapat kepemilikan tanah yang belum disertifikatkan atas nama

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

5. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (Pengurus Barang) untuk

mengelola barang milik daerah masih perlu ditingkatkan.

6. Dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah

belum mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan auditor eksternal dan

inspektorat.

7. Penggunaan teknologi system informasi dalam pengelolaan keuangan dan

aset daerah.

8. Pelaksanaan perenc€lnaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan

pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum

optimal.

9. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan

tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu-isu atau permasalahan

tersebut diatas adalah :

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan

anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.

2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan

bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan

keuangan supaya data valid, sesuai standar akuntansi Pemerintah dan

tepat waktu.

LKJ.IP EPk"4D rAHqN 2022 11



1.8 SISTEMATIKAPENULISAN

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Lampiran ll Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah

Bab ll Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan beberapa hal penting terkait ringkasan/ikhtisar Renstra

dan perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

202',t.

Bab lll Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah untuk setiap pencapain kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan telah

digunakan untuk tercapainya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Bab lV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lampiran.
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3. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah

dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap

pengelolaan barang milik daerah.

4. Melaksanakan pendataan serta pengukuran tanah untuk disertifkatkan

atas nama Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud.

5. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan

bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam mengelola barang milik

daerah.

6. Menindak lanjuti hasil-hasil pemeriksaan auditor ekstemal dan inspektorat

dalam rangka pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

7. Menerapkan teknologi secara online dalam pengelolaan keuangan dan

aset daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERTA

2.1 Visi dan Misi

Pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan pesta

demokrasi melalui pemilihan Kepala Daerah, dan tanggal 26 Februari 2O2O

telah dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih periode

2O2O-2O25. Dalam pesta demokrasi tersebut Bupati dan Wakil Bupati terpilih

mempunyai visi dan misi untuk kepemimpinan lima tahun yang akan datang

dan menjadi visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025.

Visi dan misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan

Talaud selama lima tahun kedepan adalah :

VISI : ..MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI,,

Dalam rangka pen€paian visi yang telah ditetapkan maka ditetapkan 6

(enam) misi sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih

Misi ll : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok

Misi lll : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah

Misi lV : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud

Berlandaskan Pada Kasih

Misi V : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud

Yang Aman

Misi Vl : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud yang

pertama yaitu : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih, maka

tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang akan dilaksanakan

sebagaimana pada tabel berikut :

trcj.e ee<,+o rAHUN 2022 13



Tabel2.1
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Tahun2O2O-2O25

Dari tabel 2.1 diatas target sasaran strategis jangka menengah BPKAD dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel2.2

Target Sasaran Strategis BPKAD

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja

/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Iahun 2022 sebagaimana

pada tabel berikut :

Persentase
perangkat daerah
dengan laporan
keuangan
kategori baik

Mewujudkan
pengelolaan
keuangan daerah
yang efektif,
efisien dan
akuntabel

Te.capainya
optamalisasi
pengelolaan
barang milik
daerah

Persentase
perangkat daerah
yang telah
mengelola
barang milik
daera dengan
baik

Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan

daerah melalui
peningkatan

akuntabilitas
keuangan dan aset
daerah

1 Mewujudkan
Kabupaten
Kepulauan Talaud
Yang Bersih

34,00 36,67o/o 21,33 25,33 )o t)a
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
daerah yang
efektif,
efisien dan
akuntabel

Persentase
perangkat
daerah dengan
laporan
keuangan
kategori baik

1

9414,29 84 87 90Persentase
perangkat
daerah yang
telah mengelola
barang milik
daera dengan
baik

o/o2 Tercapainya
optimalisasi
pengelolaan
barang milik
daerah

txj.eeexa> TAHUN 2022 74

NO, MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

I

NO SASARAN INDIKATOR
KINERJASTRATEGIS

SATUA N TARGET TAHUNAN
2021 

l2u2 12023 I 
2024 

12025



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Persentase perangkat daerah
dengan laporan keuangan
kategori baik

25,33YoMewujudkan pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien dan
akuntabel

Tercapainya optimalisasi pengelolaan
barang milik daerah

Persentase perangkat daerah
yang telah mengelola barang
milik daera dengan baik

84o/o
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